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ABSTRAK : - Keputusan ini berisi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. Dalam rangka 
memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas 
implementasinya seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka dipandang perlu 
untuk membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Nagekeo sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini 
adalah:  
Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 6987); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6832); Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233); Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 
tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 601); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi   Pemilihan   Umum   
Provinsi   dan   Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah  terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 



Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ 
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/ 01/KPU/V/2021 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi 
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. 

  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini diatur 
tentang Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Nagekeo beserta tugas dan tanggungawabnya. 

CATATAN : - 

- 

 

- 

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2025.  
Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 11 Tahun 
2023  
Lampiran 13 Halaman. 

 


